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Setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan, terutama dalam kebutuhan yang 
mendesak untuk segera dipenuhi. Oleh karena itu, masalah tersebut dapat diatasi 
dengan hadirnya koperasi yang akan mempermudah dan meringankan kebutuhan 
masyarakat dalam pemberian kredit untuk meningkatkan usaha atau mencukupi 
kebutuhan hidupnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan 
perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), 
penerapan asas kepercayaan pada perjanjian kredit dengan jaminan Bukti 
Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hambatan atau permasalahan apa 
saja yang mungkin timbul dalam praktik pelaksanaan perjanjian pemberian kredit 
dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor serta bagaimana penyelesaian 
permasalahan tersebut pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode pendekatan normatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan untuk memperoleh kredit dengan 
jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) melalui beberapa tahap 
yaitu tahap permohonan, tahap penilaian, tahap pemutusan, dan tahap realisasi 
kredit. Penerapan asas kepercayaan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam 
Manunggal Makmur adalah menggunakan penilaian 5 C yaitu watak, kemampuan, 
modal, jaminan dan kondisi ekonomi. Ada beberapa hambatan atau permasalahan 
dalam pelaksanaan perjanjian kredit yaitu debitur wanprestasi, obyek dijaminkan 
kepada orang lain dan barang jaminan musnah. 
 
Kata kunci: perjanjian kredit, asas kepercayaan, jaminan 
 
Abstract  
Every community must have needs, especially in the urgent need to be fulfilled 
immediately. Therefore, the problem can be overcome by the presence of 
cooperatives that will facilitate and alleviate the needs of the community in 
granting credit to increase business or to fulfill their daily needs. The purpose of 
this study is to determine the implementation of credit agreements with the 
guarantee of Motor Vehicle Ownership Proof (BPKB), the application of the 
principle of trust in credit agreements with a guarantee of Motor Vehicle 
Ownership Proof (BPKB) and any obstacles or problems that may arise in the 
practice of implementing a credit agreement with guarantee of ownership of 
motorized vehicles and how to solve these problems at the Manunggal Makmur 
Savings and Loan Cooperative. This research is a descriptive research and 
normative approach method. The results of this study are the implementation of 
obtaining credit under the guarantee of Motor Vehicle Ownership Proof (BPKB) 
through several stages, namely the application stage, the assessment stage, the 
termination stage, and the credit realization stage. The application of the belief 





to use 5 C valuation, Character a, Capacity, Capital, Collateral, Condition of 
economy. There are several obstacles or problems in the implementation of credit 
agreements, namely default debtors, objects guaranteed to others and collateral 
items destroyed. 
 
Keywords: credit agreement, trust principle, collateral 
 
1. PENDAHULUAN 
Sebagai suatu lembaga ekonomi, koperasi adalah kumpulan orang-orang yang 
secara bersama-sama atas dasar sukarela bekerja untuk memajukan kepentingan 
ekonomi bagi anggota-anggotanya dan juga masyarakat di dalam lingkungan 
kerjanya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Sastraatmadja, 1985). 
Setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan, terutama dalam kebutuhan yang 
mendesak untuk segera dipenuhi. Namun, dalam pemenuhan tersebut tidak lepas 
dari dana atau biaya. Dana atau biaya yang diperlukan biasanya tidak sedikit 
jumlahnya. Oleh karena itu, masalah tersebut dapat diatasi dengan hadirnya 
koperasi yang akan mempermudah dan meringankan kebutuhan masyarakat dalam 
pemberian kredit untuk meningkatkan usaha atau mencukupi kebutuhan hidupnya. 
Dasar dari suatu perjanjian kredit adalah diatur dalam Pasal 1 angka 32 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor: 02/PER/M.KUM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 
yang menyatakan bahwa Kredit atau Pinjaman adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. 
Koperasi harus memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 
bahwa debitur dapat melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah 
ditentukan dalam perjanjian kredit. Dalam mendapatkan keyakinan tersebut, maka 
sebelum pemberian kredit dilakukan, koperasi harus sudah melakukan penilaian 
kredit dengan seksama, teliti dan cermat yang berdasarkan watak, kemampuan, 
modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Sehingga, koperasi tidak dirugikan dan 






Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang 
yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan 
diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau 
melaksanakan prestasinya masing-masing (Wirasakti, 2012). Penerapan asas 
kepercayaan dalam perjanjian haruslah diperhatikan terutama pada saat 
melakukan perjanjian pra kontrak atau negoisasi, dimana tanpa dilandasi dengan 
kepercayaan baik para pihak yang terlibat dalam perjanjian mustahil perjanjian 
tersebut akan berjalan dengan baik sebagaimana yang telah disepakati bersama. 
karena kepercayaan baru diakui pada saat perjanjian telah terlaksana. 
Pemberian jaminan oleh debitur adalah salah satu cara untuk mengurangi 
risiko kredit bermasalah atau macet dalam pelunasan. Tujuan jaminan kredit 
adalah upaya untuk melindungi kepentingan koperasi dari risiko kerugian. Tanpa 
adanya barang jaminan seorang debitur tidak akan mendapatkan uang pinjaman 
karena benda jaminan merupakan syarat pinjam meminjam uang di Koperasi 
Simpan Pinjam Manunggal Makmur. Benda jaminan dapat dikembalikan kepada 
debitur setelah debitur melunasi hutangnya di Koperasi Simpan Pinjam 
Manunggal Makmur dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi : bagaimana 
pelaksanaan dari perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan 
kendaraan bermotor pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur, 
bagaimana penerapan asas kepercayaan pada perjanjian kredit dengan jaminan 
kepemilikan kendaraan bermotor pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 
Makmur dan hambatan-hambatan atau permasalahan apa yang akan timbul dalam 
pelaksanaan dari perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan 
kendaraan bermotor dan langkah-langkah apakah yang akan diambil dalam 
menyelesaikan permasalahan tersebut pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 
Makmur. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai 
pelaksanaan dari perjanjian pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan 
kendaraan bermotor pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur, untuk 
mengetahui penerapan asas kepercayaan pada perjanjian kredit dengan jaminan 





untuk mengetahui hambatan atau permasalahan apa saja yang mungkin timbul 
dalam praktik pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan 
kepemilikan kendaraan bermotor dan bagaimana penyelesaiannya. 
 
2. METODE 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
normatif  yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan melaui dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti 
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto dan Mamudji, 
2001). Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif yang bertujuan 
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 
kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu 
gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin dan Asikin, 2012). Jenis 
data yang digunakan dalam peneliti adalah menggunakan data sekunder yaitu data 
yang berupa keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, 
tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur-literatur, pendapat para ahli serta 
perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan 
data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit dengan Jaminan 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor 
Bahwa pelaksanaan pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 
Makmur melalui empat prosedur atau tahapan yaitu tahapan permohonan, tahapan 
penilaian, tahapan pemutusan dan tahapan pelaksanaan kredit. Pada Pemberian 
kredit dari Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur menggunakan jaminan 








3.1.1 Tahap permohonan 
Syarat-syarat tahap pengajuan permohonan kredit yang dibuat dan 
diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur adalah 
sebagai berikut: 
a. Mengajukan permohonan dan mengisi lembar permohonan yang telah 
disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur. 
b. Setelah calon debitur mengisi surat permohonan pinjaman, selanjutnya 
calon debitur mengisi surat persetujuan keluarga. 
3.1.2 Tahap Penilaian 
Adapun analisis dan penelitian tersebut, yakni dengan menerapkan dengan 
prinsip 5 C yaitu: 
a. Penilaian Watak (Character) 
Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk 
mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi 
atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan 
kreditur di kemudian hari. 
b. Penilaian Kemampuan (Capacity) 
Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur harus meneliti tentang 
keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan 
manajerialnya. 
c. Penilaian terhadap Modal (Capital) 
Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur harus melakukan 
analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa 
lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan 
permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau 
usaha calon debitur yang bersangkutan. 
d. Penilaian terhadap Jaminan (Collateral) 
Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya 
wajib menyediakan jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah 
dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau 






e. Penilaian terhadap Prospek Usaha Debitur (Condition of Economy) 
Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur dalam pemberian kredit 
juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan 
dengan prospek usaha calon debitur.   
3.1.3 Tahap Pemutusan Kredit 
Keputusan pemberian fasilitas kredit ditentukan oleh loan comitte. Adapun 
putusan dari dari loan comitte dapat berupa persetujuan atau penolakan 
terhadap permohonan kredit yang diajukan, dengan catatan persetujuan 
yang diambil belum tentu sesuai dengan permohonan. Apabila kredit 
ditolak, pihak petugas Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur 
memanggil calon debitur untuk mengembalikan berkas yang telah 
diserahkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur dan 
menjelaskan alasan mengapa kredit pemohon ditolak. Sedangkan apabila 
permohonan kredit calon debitur disetujui oleh loan comitte untuk 
memberi pinjaman, maka dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan 
pemberian kredit.  
3.1.4 Tahap Pelaksanaan Kredit 
Pada tahap pelaksanaan kredit, calon debitur diberitahu bahwa 
permohonan kreditnya telah dikabulkan. Setelah diberitahukan hasil 
keputusan loan comitte tersebut kepada calon debitur, serta calon debitur 
menyetujuinya, maka selanjutnya penandatanganan perjanjian kredit oleh 
debitur. Setelah penandatanganan ini kemudian dilakukan penyerahan 
barang jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari debitur 
kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur secara constitutum 
prossessorium dimana hanya hak miliknya saja yang berpindah tetapi 
barang jaminan masih berada ditangan debitur. 
Kemudian setelah penandatanganan perjanjian kredit selesai maka 
dilakukan penyerahan uang kredit dengan jumlah sesuai dengan yang 
tertera dalam perjanjian, serta calon debitur mendapatkan pemberitahuan 
persetujuan atas kreditnya berupa surat tanda terima pinjaman dan 
dokumen lainnya diserahkan dan diproses di bagian administrasi untuk 





Bermotor) akan disimpan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 
Makmur dengan tanda bukti bahwa debitur telah memberikan jaminan. 
Perjanjian kredit tersebut berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak. 
3.2 Penerapan Asas Kepercayaan Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 
Makmur untuk dapat memperoleh suatu kepercayaan, maka sebelum memberikan 
kredit Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur harus melakukan penilaian 
yang seksama terhadap calon debitur yaitu dengan melakukan penilaian 5 C 
meliputi: 
3.2.1 Character atau Watak. 
Pada tahap penilaian ini Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur 
ingin memastikan bahwa calon debitur memiliki moral, watak maupun 
sifat yang baik dan dapat dipercaya. Watak dari seseorang yang akan 
diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya dengan ini pihak 
koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur meyakini benar bahwa calon 
debitur memiliki reputasi yang baik, artinya selalu menepati janji. Untuk 
mengetahui karakter calon debitur dapat dilihat dari hubungan yang telah 
terjalin antara Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur dan calon 
debitur melalui wawancara atau melalui survey lapangan yang dilakukan 
oleh petugas Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur. 
3.2.2 Capacity atau Kemampuan 
Pada tahap ini pihak petugas Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 
Makmur melakukan penilaian dengan cara mengetahui berapa pendapatan 
calon debitur dan berapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh calon debitur 
tersebut. Tujuannya adalah apakah calon debitur tersebut layak diberi 
pinjaman berdasarkan penilaian terhadap pendapatan yang dibandingkan 
dengan besarnya pengeluaran per bulan. Petugas Koperasi Simpan Pinjam 
Manunggal Makmur juga menilai dari Kartu Keluarga (KK), hal ini untuk 







3.2.3 Capital atau Modal 
Penilaian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang 
dimiliki oleh debitur untuk usaha yang akan dijalankan maupun yang 
sudah dijalankan. Penilaian yang digunakan oleh petugas Koperasi Simpan 
Pinjam Manunggal Makmur adalah dengan melihat rumah calon debitur 
itu sendiri apakah kepemilikan rumah tersebut jelas dan benar rumahnya 
sendiri atau hanya rumah sewa yang ditinggalinya sementara dan petugas 
Koperasi Simpan Pinjam Manunggal juga melihat lokasi usaha calon 
debitur itu sendiri.  
3.2.4 Collateral atau Jaminan 
Dengan adanya jaminan akan memberikan kepercayaan kepada Koperasi 
Simpan Pinjam Manunggal Makmur bahwa debitur akan dapat 
mengembalikan kreditnya sesuai dengan jangka waktunya. Sebab dengan 
adanya jaminan tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan 
hartanya tersebut.  
3.2.5 Condition of economy atau Kondisi Perekonomian 
Penilaian kondisi ekonomi merupakan penilaian terhadap keadaan 
ekonomi calon debitur, dimana penilaian ini melihat bahwa untuk 
mendukung kelancaran pemberian dana usaha yang telah direncanakan. 
Petugas Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur dalam memberikan 
pembiayaan harus memperhatikan kondisi ekonomi untuk menilai layak 
atau tidaknya pembiayaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. 
3.3 Hambatan-Hambatan atau Permasalahan yang Timbul dalam 
Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kepemilikan 
Kendaraan Bermotor 
Adapun hambatan atau permasalahan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan 
pemberian kredit dengan menggunakan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor 
di Koperasi Simpan Pinjam Manungal Makmur serta bagaimana penyelesaiannya 
dapat dikemukakan sebagai berikut: 
3.3.1 Debitur Wanprestasi 
Yaitu apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 





perjanjian. Misalnya yang sering terjadi di Koperasi Simpan Pinjam 
Manunggal Makmur adalah debitur yang sering telat dalam pembayaran 
kredit yang sebelumnya telah ditetapkan waktunya sehingga menyebabkan 
kredit menjadi macet.  
Dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, 
maka Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur selalu mengutamakan 
kepentingan dan upaya-upaya yang sebelumnya telah disepakati dalam 
perjanjian kredit kedua belah pihak untuk digunakan bila debitur 
wanprestasi, maka langkah yang pertama dilakukan pihak Koperasi Simpan 
Pinjam Manunggal Makmur dengan jalan kekeluargaan. Adapun upaya-
upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan wanpretasi yang dilakukan oleh 
debitur yaitu: 
a. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran kredit setelah satu hari 
tanggal jatuh tempo pembayaran kredit dengan pemberitahuan 
keterlambatan melalui telepon selama satu kali dalam seminggu 
terhitung semenjak hari keterlambatan pembayaran.  
b. Namun apabila upaya yang pertama tidak membawa hasil selama 3-4 
bulan berturut-berturut debitur tidak membayar kreditnya, maka pihak 
Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur akan memberikan surat 
peringatan kepada debitur sebanyak tiga kali selama tiga minggu dan 
surat peringatan ke tiga merupakan surat yang berisikan teguran keras 
terhadap debitur untuk segera melunasi hutangnya. 
c. Apabila peringatan tersebut tidak adanya tanggapan oleh debitur maka 
petugas pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur akan 
mendatangi rumah debitur dengan melalui kekeluargaan untuk 
menanyakan permasalahan debitur kenapa sampai tidak membayar 
kreditnya dan menanyakan kapan kredit akan dibayar.  
d. Jika tetap tidak membayarnya maka petugas akan melakukan sita 
jaminan terhadap benda yang dijaminkannya serta memberikan 
peringatan untuk segera melunasi hutang dan jasanya, bila tidak segera 
melunasinya maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur 





Apabila upaya-upaya dalam menyelesaikan wanprestasi yang 
dilakukan oleh debitur tidak tercapai maka pihak dari Koperasi Simpan 
Pinjam Manunggal Makmur dapat melakukan sita jaminan dan dapat 
melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan.  
3.3.2 Objek dijaminkan kepada orang lain 
Yaitu apabila barang jaminan yang telah dipakai sebagai jaminan dalam 
pemberian kredit oleh debitur dijaminkan kepada orang lain atau pihak 
ketiga selain daripada pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 
Makmur. 
Untuk dapat mencegah terjadinya obyek yang dijaminkan kepada 
orang lain atau pihak ke tiga, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam 
Manunggal Makmur mempunyai langkah-langkah preventif (pencegahan) 
yaitu: 
a. Dalam hal obyek jaminan kendaraan bermotor, dimana debitur 
menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor 
tersebut yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dengan 
demikian tentunya pihak ketiga tentunya tidak mau menerima 
kendaraan bermotor tersebut untuk digunakan sebagai jaminan atas 
suatu hutang karena tanpa adanya suatu bukti kepemilikan. 
b. Pihak koperasi menyelidiki terlebih dahulu keadaan moral maupun 
keuangan calon debitur.  
3.3.3 Resiko mengenai obyek jaminan 
Apabila barang yang dijadikan sebagai jaminan musnah atau rusak dan 
tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sehingga sama sekali tidak 
lagi diketahui keberadaannya yang diakibatkan oleh hal-hal yang diluar 
kekuasaan manusia, maka dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan 
bahwa perjanjian tersebut menjadi hapus asalkan musnahnya atau 
hilangnya barang objek perjanjian tersebut di luar salahnya si debitur dan 
tidak ada wanprestasi di pihak si debitur.  
Agar pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur terlepas 
dari resiko tersebut, maka di dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan 





melalui perusahaan asuransi khususnya benda jaminan bergerak 
merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa-
peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari.  
Tujuan diasuransikan benda yang dijadikan obyek jaminan kredit 
adalah untuk mengalihkan resiko kepada pihak ketiga yang merupakan 
pihak asuransi atas musnahnya obyek jaminan tersebut. Dengan 
ditandatanganinya polis asuransi oleh debitur dengan perusahaan asuransi, 
maka pihak debitur telah terikat untuk membayar premi sedangkan pihak 
perusahaan asuransi terikat untuk bertanggung jawab melakukan ganti rugi 
terhadap benda bergerak yang dijadikan obyek jaminan apabila mengalami 




Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: pertama, Pelaksanaan dari perjanjian pemberian kredit dengan jaminan 
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Koperasi Simpan Pinjam 
Manunggal Makmur Surakarta melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengajuan 
permohonan, tahap penilaian, tahap pemutusan, dan tahap pelaksanaan kredit.  
Kedua, Penerapan asas kepercayaan pada perjanjian kredit dengan jaminan 
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Koperasi Simpan Pinjam 
Manunggal Makmur Surakarta adalah dengan menggunakan penilaian 5 C yaitu 
Character atau watak, Capacity atau kemampuan, Capital atau modal, Collateral 
atau jaminan, Condition of economy atau kondisi perekonomian.   
Ketiga, Ada beberapa hambatan atau permasalahan yang timbul dalam 
praktek pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu 
debitur wanprestasi, obyek dijaminkan kepada orang lain dan musnahnya barang 
jaminan. Dalam menyelesaikan permasalahan pemberian kredit yang dilakukan 
oleh debitur, maka langkah yang pertama dilakukan pihak Koperasi Simpan 
Pinjam Manunggal Makmur dengan jalan kekeluargaan. Apabila  ternyata upaya 
penyelamatan kredit tidak dapat dilakukan atau walaupun sudah dilakukan tetapi 





melakukan tindakan penagihan kepada debitur yang bersangkutan baik secara 
tertulis maupun dengan kontak langsung dengan debitur. Apabila upaya-upaya 
dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak tercapai 
maka pihak dari Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur dapat melakukan 
sita jaminan dan dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan. 
4.2 Saran 
Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran kepada 
beberapa pihak: pertama, dalam melakukan analisa terhadap calon debitur pihak 
Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta dengan melalui penilaian 
5 C diharapkan agar bisa dengan teliti apakah pihak calon debitur benar-benar 
akan membayar hutang sesuai dengan waktu dan jumlah yang disepakati. 
Kedua, Pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta 
diharapkan bisa meneliti apa yang dijaminkan oleh calon debitur dan memastikan 
bahwa yang dijaminkan itu ada wujudnya serta jaminan tersebut apakah milik 
sendiri atau milik orang lain. 
Ketiga, Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta 
hendaknya menambahkan ketentuan mengenai adanya asuransi terhadap barang 
jaminan kedalam perjanjian kredit. Tujuan diasuransikan benda yang dijadikan 
obyek jaminan kredit adalah untuk mengalihkan resiko kepada pihak ketiga yang 
merupakan pihak asuransi jika terjadi force majeur atau keadaan memaksa 
terhadap hilang atau musnahnya obyek jaminan tersebut. 
Empat, Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur maupun 
debitur, maka perjanjian kredit yang di berikan oleh Koperasi Simpan Pinjam 
Manunggal Makmur Surakarta lebih baik dilakukan dengan lembaga jaminan 
fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
jaminan fidusia. 
Lima, Jika terjadi adanya suatu permasalahan atau perselisihan antara 
debitur dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta 
sebaiknya penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah 
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